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Visi

MEWUJUDKAN KOTA BIMA YANG BERKUALITAS DAN SETARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI

Misi
1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN EKONOMI

MASYARAKAT YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN

2. MENGHADIRKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK.

3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKARAKTER DAN AGAMAIS



Strategi
1. Peningkatan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Peningkatan kerjasama dan otonomi daerah

5. Administrasi kewilayahan

6. Penataan administrasi pemerintahan umum

7. Pembinaan dan Peningkatan pelayanan Masyarakat

8. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

9. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

10. Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah

11. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

12. Kinerja Dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

13. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

14. Dokumentasi kebijakan dan kedinasan pimpinan daerah

15. Pelayanan Administrasi Perkantoran

16. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

17. Peningkatan Disiplin Aparatur

18. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

19. Peningkatan sarana prasarana pendukung Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

20. Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan



Kebijakan
1. Pengendalian pendsitribusian BBM dan gas elpiji

2. Pelaksanaan pengendalian inflasi daerah

3. Pengendalian Pelaksanaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Micro Kecil Menengah

4. Koordinasi Pengembangan Produk Ungulan Daerah

5. Percepatan akses keuangan daerah

6. Pembentukan dan Evaluasi BUMD

7. Pengendalian Pemanfaatan SDA

8. Peningkatan akuntabilitas kinerja

9. Peningkatan Reformasi Birokrasi

10. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

11. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12. Peningkatan kerjasama daerah

13. Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

14. Pelaksanaan lomba kelurahan

15. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelurahan

16. Peningkatan saranan dan prasarana pemerintahan

17. Peningkatan pelayanan publik

18. Peningkatan ketatalaksanaan

19. Perumusan Kebijakan SDM Aparatur

20. Penataan Kelembagaan

21. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

22. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

23. Publikasi peraturan perundang-undangan

24. Penyelesaian sengketa dan bantuan hokum

25. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah

26. Kabupaten/Kota Peduli HAM

27. Penyusunan Standar satuan harga 2020

28. Evaluasi Pelaksanaan DAK

29. Evaluasi TEPRA

30. Pengendalian Administrasi Pembangunan

31. Penysunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD

32. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

33. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pemilihan/ULP)

34. Revie Dokumen PBJ

35. Kunjungan Kinerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

36. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ depertemen/lembaga non pemerintahan

37. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya

38. Peningkatan pelayanan komunikasi pimpinan daerah

39. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

40. Optimalisasi pelayanan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

41. Penyusunan kalender tahunan

42. kerjasama informasi dengan mas media

43. Pembuatan Film Kilas Balik Pencapaian Pembangunan

44. Koordinasi Peringatan Hari Besar (Keagamaan dan Nasional)

45. Promosi daerah melalui media cetak/TV/radio/ fasilitas umum pemerintah/ non pemerintah lainnya

46. Penyusunan Peraturan Walikota dan Draf Rancangan Peraturan Daerah

47. Penyediaan jasa surat menyurat

48. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

49. Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan kesehatan

50. Penyediaan jasa administrasi keuangan

51. Penyediaan jasa kebersihan kantor

52. Penyediaan alat tulis kantor

53. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

54. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

55. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

56. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

57. Penyediaan Bahan Logistik kantor

58. Penyediaan makanan dan minuman

59. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

60. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

61. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

62. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

63. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

64. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

65. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

66. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

67. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

68. Penyediaan/sewa gedung kantor/rumah jabatan/dinas

69. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

70. Pembinaan kepegawaian

71. Penysunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

72. Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyaraka, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakat

73. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ depertemen/lembaga non pemerintahan/Luar Negeri

74. Koordinasi Peringatan Hari Besar (Keagamaan dan Nasional)

75. Pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ

76. Pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji

77. Verifikasi dan rekomendasi bantuan sosial, keagamaan dan masyarakat

78. Pengelolaan masjid kota bima

79. Pembinaan remaja masjid

80. Pelaksanaan Khataman Massal

81. Pelaksanaan Seleksi Pimpinan Baznas Kota Bima

82. Pelaksanaan Zikir dan Doa

83. Pelaksanaan Haflah Tilawatil Al'Quran

84. Pelaksanaan Tabliq Akbar

85. Pelaksanaan Festival Mesjid dan Musholla

86. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan

87. Pengantaran dan Penjemputan Jamaah Haji Kota Bima

88. Pendataan Sarana pendidikan agama dan tempat ibadah



No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Target Per Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

1 Meningkatknya
pertumbuhan ekonomi

1.1 Meningkatnya Fasilitasi
Perumusan Kebijakan
Perekonomian Daerah

1.1.1 Persentase kebijakan
perekonomian yang
ditindaklanjuti

Persen (%) 90 100 100 100

2 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
keuangan dan
penyelenggaraan
pemerintah daerah

2.1 Meningkatknya
Akuntabilitas kinerja

2.1.1 SAKIP Huruf dan
Angka

90 72 80.01 85

2.2 Meningkatnya Fasilitasi
Perumusan Kebijakan
pemerintahan umum
Daerah

2.2.1 LPPD Huruf dan
Angka

3.21 3.22 3.23

3 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik

3.1 Meningkatnya pengaruh
kebijakan pelayanan
publik terhadap nilai IKM

3.1.1 Skor Rata-Rata IKM Huruf dan
Angka

85 88.35 88.5

3.2 Meningkatnya harmonisasi
dan sinkronisasi rancangan
produk hukum daerah
yang sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan

3.2.1 Persentase rancangan
produk hukum daerah
yang sesuai dengan
makanisme pembentukan
produk hukum daerah

Persen (%) 100 100 100

3.3 Meningkatkan kepatuhan
OPD terhadap laporan
pelaksanaan pembangunan

3.3.1 Porsentase OPD yang
menyampaikan laporan
pelaksanaan pembangunan
sesuai aturan

Persen (%) 100 100 100

3.4 Meningkatkan
akuntabilitas Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah

3.4.1 Porsentase akuntabilitas
Layanan Pengadadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Daerah

Persen (%) 100 100 100

3.5 Meningkatnya pelaksanaan
kebijakan daerah bidang
protokol dan komunikasi
pimpinan

3.5.1 porsentase kebijakan
daerah bidang protokol
dan komukasi pimpinan
yang ditindaklanjuti

Persen (%) 100 100 100

3.6 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Lingkup Sekertariat
Daerah

3.6.1 Presentase Kualitas
Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Lingkup Sekertariat Daerah

Persen (%) 100 100 100

4 Meningkatnya pengamalan
ajaran agama

4.1 Meningkatnya pengamalan
ajaran agama

4.1.1 Indeks kerukunan umat
beragama

Persen (%) 95 95 95


